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Kepada Yth,

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Di –
Tanjung Selor

Disampaikan dengan hormat,

Dalam Undang-Undang Pemilihan  Kepala  Daerah  Pasal  1  angka  16,  menyebutkan

bahwa Bawaslu Provinsi adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas

mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang yang  mengatur  mengenai  Penyelenggara  Pemilihan  Umum yang

diberikan Tugas dan Wewenang dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur

dan  Wakil  Gubernur  berdasarkan  Ketentuan  yang  diatur  dalam  ketentuan  Peraturan

Perundang-Undangan. Bahwa dalam rangka melaksanakan Tugas dan Fungsi Pengawasan

yakni  Pencegahan Pelanggaran pada Tahapan Pemilihan Gubernur  dan Wakil  Gubernur

Tahun 2024, maka Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara perlu menyampaikan hal-hal sebagai

berikut :

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan  Gubernur,

Bupati,  dan Walikota Menjadi  Undang-Undang yang sebagaimana diubah dengan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Menjadi  Undang-Undang,  yang  sebagaimana  diubah  untuk  yang  kedua  kalinya

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan  Gubernur,

Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri

Sipil;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Nomor  20  Tahun  2018  Tentang

Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
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6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata

Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

7. Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Nomor  Tentang  Penanganan

Pelanggaran  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati,

serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata

Cara  Penangganan  Pelanggaran  Administrasi  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi

secara Terstruktur, Sistemmatis, dan Masif;

9. Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Nomor  6  Tahun  2024  Tentang

Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

10. Peraturan Komisi  Pemilihan Umum Nomor  2  Tahun 2024 Tentang Tahapan dan

Jadwal  Pemilihan Gubernur  dan Wakil  Gubernur,  Bupati  dan Wakil  Bupati,  Serta

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

11. Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  8  Tahun  2024  Tentang  Pencalonan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota yang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun

2024  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  KPU  Nomor  8  Tahun  2024  Tentang

Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota

dan Wakil Walikota;

12. Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  13  Tahun  2024  Tentang  Kampanye

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan

Wakil Walikota;

13. Keputusan Bersama MENPANRB, MENDAGRI, BKN, KASN, DAN BAWASLU Tahun

2024 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur

Sipil Negara (ASN) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Kepala Daerah.

B. Bahwa  berdasarkan  ketentuan  Peraturan  KPU  Nomor  8  Tahun  2024  Tentang

Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil  Walikota  yang  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  KPU Nomor  10

Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang

Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota, Penetapan Pasangan Calon di laksanakan pada tanggal 22 September

2024.

C. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan

dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

Walikota  dan  Wakil  Walikota  Tahun  2024  Pelaksanaan  Kampanye  dilakukan  pada

tanggal 25 September sampai dengan tanggal 23 November 2024.
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D. Bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bapak Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum.

dan Bapak Dr.  Yansen TP,  M.Si  telah ditetapkan sebagai  Calon Gubernur  Provinsi

Kalimantan Utara.

E. Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf A, B, C, dan D Bawaslu Provinsi Kalimantan

Utara perlu menyampaiakn :

1. Bahwa sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  D,  kepada  seluruh  jajaran  Perangkat

Daerah Provinsi Kalimantan Utara untuk Tidak Memasang Foto Gubernur dan Wakil

Gubernur (Bapak Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum. dan Bapak Dr. Yansen

TP,  M.Si)  pada  setiap  Kegiatan  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Utara

dan/atau pada setiap kegiatan masing-masing Instansi Pemerintah Daerah Provinsi

Kalimantan Utara;

2. Bahwa  Foto  sebagaimana  dimaksud  pada  angka  1  (satu),  dijadikan  sebagai

Backdrop atau Cetak di Banner Kegiatan;

3. Kepada Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara untuk Menginstruksikan

ke Jajarannya sebagaimana dimaksud pada huruf D dan E.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara,

${ttd}

Rustam Akif
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